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Increasing access to education cannot be separated from
the spatial use and utilization plan of the border area
itself. Oftentimes, the Regional Spatial Planning (RTRW)
which is intended for the opening and construction of
schools at the village and sub-district levels becomes an
obstacle to the program because it must be reviewed and
changed, or simply violated. In fact, almost all of the
licensing processes for the establishment of primary and
secondary schools for private primary and secondary
schools established by non-state entities are very difficult
to obtain due to the unclear use and utilization of regional
space. The number of permits issued has begun to be
targeted by the DPRD for the fulfillment of PAD, so that
issues that do not match the existing spatial plan are not
taken seriously. In the end, sustainability as a principle
and good governance as a practice which are two twin
aspects of good spatial planning only exist in the concept
because they only serve as tools to legitimize public sector
malpractice in the use of space and exploitation of
resources, especially in border areas. Permits to use space
for the establishment of primary and secondary schools by
the private sector should be adjusted to the state's
alignment with increasing access to education.

Abstrak

Peningkatan akaes pendidikan tidak dapat dilepaskan
dari rencana pengunaan dan pemanfaatan tata ruang
dari kawasan perbatasan itu sendiri. Bahkan seringkali
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang
diperuntukan untuk pembukaan dan pembangunan
sekolah di level desa dan kecamatan menjadi
penghambat program karena harus ditinjau kembali dan
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Corresponding Author: diubah, atau cukup dilanggar begitu saja. Bahkan hampir
Endah Rantau Itasari semua proses perizinan pendirian sekolah dasar dan
menengah bagi sekolah dasar dan menengah swasta
yang didirikan oleh entitas non negara sangat sulit
diperoleh karena Kketidakjelasan penggunaan dan
pemanfaatan ruang wilayah. Jumlah izin yang
dikeluarkan mulai ditargetkan oleh DPRD untuk
pemenuhan PAD, sehingga persoalan tidak cocok dengan
rencana tata ruang yang ada tidak terlalu dihiraukan.
Pada akhirnya, keberlanjutan sebagai prinsip dan good
governance sebagai praktik yang merupakan dua aspek
kembar dari penataan ruang yang baik hanya ada dalam
konsep karena hanya menjadi alat legitimasi malpraktik
sektor publik dalam pemanfaatan ruang dan eksploitasi
sumber daya khususnya di kawasan perbatasan. ljin
pemanfaatan ruang bagi pendirian sekolah dasar dan
menengah oleh sektor swasta sebaiknya disesuaikan
dengan keperpihakan negara pada peningkatan akses
pendidikan.
@Copyright 2022.

PENDAHULUAN

Keterbukaan dalam era globalisasi juga mengakibatkan ketidakmungkinan
bagi negara manapun untuk mengisolasi diri dari perkembangan dunia yang
semakin cepat. Hal ini semakin dipicu oleh perkembangan teknologi informasi dan
telekomunikasi seperti satelit, internet, dan High-Speed Downlink Packet Access
(HSDPA) yang mampu menembus batas-batas negara, sehingga dunia terasa
semakin sempit dan jarak terasa semakin “dekat”, karena komunikasi di dunia maya
berlangsung dalam “real time”. Kecanggihan teknologi tersebut membuat
perubahan situasi dan kondisi sosial masyarakat dunia semakin cepat dan
berlangsung secara terus-menerus sehingga perubahan menjadi keniscayaan di
dunia. Keterbukaan ini juga harus difasilitasi oleh negara di kawasan perbatasan.
Akses terhadap informasi dengan adanya teknologi informasi menjadi salah satu
prioritas pendidikan di kawasan perbatasan supaya literasi teknologi dapat
ditingkatkan dan dapat menjadi pentahapan pembangunan pendidikan dasar
dengan wilayah-wilayah perkotaan yang telah maju.

Di era globalisasi, pendidikan bukan lagi merupakan ranah terpisah yang
bisa dilaksanakan tanpa pertimbangan atas perkembangan yang terjadi di ranah
lain karena wilayah perbatsan rentan terjadi ganguan keamanan dan rentan
terhadap bio-security. Adanya kejadian pandemi SARS, flu burung, flu babi,
terorisme, keselamatan penerbangan, terjadinya iklim ekstrim, dan krisis ekonomi
global tak dapat dimungkiri telah ikut mereduksi kemampuan negara-negara di
dunia. Hal ini menjadi bukti bahwa masalah yang terjadi di satu negara dapat
menyebar dengan cepat dan menjadi tidak terpisahkan dari masalah di negara lain,
sehingga mengharuskan semua negara bekerjasama untuk menanggulanginya.

Di level bawah, pendidikan adalah modal dasar untuk menigkatkan
kesadaran dan kemampuan untuk deteksi dini terhadap segala kemungkinan
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sehingga peningkatan akses pendidikan mutlak diperlukan. Oleh karena itu,
pembangunan sistem pendidikan dasar dan menengah, mau tidak mau harus
melebar dan “merangkul” sistem-sistem lain agar akses pendidikan dasar dan
menegah itu sendiri bisa bertahan dan berkembang. Implikasi dari globalisasi bagi
peningkatan akses pendidikan di Kabupaten Sambas, Kapuas Hulu, Bengkayang,
Sanggau dan Sintang Provinsi Kalimantan Barat menghasilkan tiga buah kata kunci
pembangunan daerah yang berkelanjutan yaitu: (1). Ketahanan pendidikan; (2).
Peningkatan daya saing; dan (3). Perencanaan dan manajemen Pendidikan.

Di samping itu, terjadinya liberalisasi sektor ekonomi di berbagai negara
merupakan tantangan besar bagi segenap negara di dunia pada abad ke-21 ini.
Liberalisasi dan globalisasi tentu saja menempatkan negara-negara berkembang di
dunia pada posisi yang harus menghadapi tantangan semakin kompleks untuk
menuju pada langkah kompetitif dan tetap dapat berpartisipasi dalam persaingan
global. Pendidikan seperti halnya sektor perekonomian lainnya, memiliki peluang
semakin berkembang yang cukup besar, dengan adanya liberalisasi. Hal tersebut
disebabkan oleh karena semakin terbukanya sektor perjalanan barang dan jasa luar
negeri, perdagangan, dan investasi. Pembangunan pendidikan melalui peningkatan
akses sebagai bagian dari pembangunan nasional mempunyai tujuan antara lain
memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja di wilayah-wilayah yang
selama ini termarjinalkan.

Sejalan dengan tahap-tahap pembangunan nasional, pelaksanaan
pembangunan pendidikan nasional dilaksanakan secara menyeluruh, berimbang,
bertahap, dan berkesinambungan. Nampak jelas bahwa pembangunan di bidang
pendidikan mempunyai tujuan akhir untuk meningkatkan daya saing SDM
masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Mengingat pentingnya pembangunan tersebut, maka dalam penyelenggaraannya
harus berdasarkan asas-asas manfaat, usaha bersama, kekeluargaan, adil, merata,
peri kehidupan dalam keseimbangan dan kepercayaan pada diri sendiri. Pendidikan
dasar dan menengah termasuk dalam program pembangunan nasional di Indonesia
sebagai salah satu sektor pembangunan nasional yang berkelanjutan. Oleh karena
itu, pembangunan pendidikan di Indonesia perlu ditingkatkan dalam akses di
kawasan perbatasan negara.

Pendidikan dasar merupakan kegiatan berbasis masyarakat yang dibangun
di atas interaksi sosial, dan dengan demikian penidikan dasar hanya dapat berjalan
jika melibatkan penduduk lokal dengan berkontribusi terhadap nilai-nilai sosial
seperti partisipasi, akuntabilitas dan peran pemerintahan lokal ditingkatkan. Pada
saat yang sama, tidak akan ada pengembangan akses pendidikan dasar dan
menengah yang nyata jika pembangunan tersebut tidak dilaksanakan berbasis pada
nilai-nilai dan budaya masyarakat setempat atau jika manfaat sosial-ekonomi yang
dihasilkan oleh sektor pendidikan tidak menetes ke bawah kepada tingkat
masyarakat.

Seperti yang tercantum dalam United Nations World Tourism Organization
(UNWTO), "penduduk lokal harus dikaitkan dengan kegiatan pendidikan dan
kepariwisataan dan secara adil dalam manfaat ekonomi, sosial dan meningkatkan
budaya setempat". Sesuai dengan falsafah ideologi bangsa, pembangunan
peningkatan akses pendidikan Indonesia harus diarahkan pada pemanfaatan dan
penghargaan budaya nasional sebagai upaya menuju kesejahteraan rakyat. Arti
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yang lebih luas adalah bahwa pembangunan peningkatan akses pendidikan
diarahkan untuk menciptakan manusia Indonesia seutuhnya dengan memanfaatkan
dan menjaga beragam potensi masyarakat yang bersumber dari kebudayaan dan
alam Indonesia. Sampai sejauh ini berbagai upaya untuk menuju ke arah itu telah
dilakukan oleh pemerintah dan segenap stake-holder pendidikan, yaitu pemerintah
pusat, pememrintah daerah dan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris untuk memperoleh
keunggulan dan kebenaran akademik terhadap pemenuhan kewajiban
internasional HAM yang diterima Indonesia, khususnya di bidang pendidikan
berdasarkan ketentuan ICESCR. Penelitian ini bertujuan n mengungkapkan
kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten terhadap pemenuhan hak
pendidikan oleh negara Indonesia pasca meratifikasi ketentuan internasional sejak
tahun 2005 sampai dengan 2018. Analisis dan konstruksi terhadap data primer dan
bahan hukum sekunder menentukan jenis normatif empiris. Penelitian ini
menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach), dan pendekatan
konseptual (conceptual approach). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini
mengunakan data primer dan data sekunder.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara untuk
memperoleh data primer serta studi dokumen untuk memperoleh data sekunder.28
Sebagai penelitian hukum normatif empiris, maka pengumpulan data dalam
penelitian ini telah dilakukan melalui penelitian lapangan dan studi dokumen.
Penelitian lapangan dilakukan terhadap responden pemangku kepentingan di
kelima kabupaten di kawasan perbatasan yaitu: (1). guru dan kepala sekolah di
Kecamantan Entikong dan Aruk; dan (2). LSM pendidikan di Kecamantan Entikong
dan Aruk yaitu Dompet Dhuafa dan Wahana Visi Indonesia (WVI) di Sambas.
Wawancara terstruktur juga telah dilakukan terhadap Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Kalimantan Barat, Wakil Deputi 5 Kantor Staf Presiden bidang Perbatasan
dan Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kemdiknas dalam kurun waktu Desember
2017 sampai dengan Februari 2018.

Analisis data adalah uraian mengenai cara-cara analisis yaitu bagaimana
memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan
masalah penelitian. Data primer dan sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian
lapangan dan kepustakaan dianalisis dan dikaji relevansi hukumnya dan digunakan
untuk menguraikan konsepsi-konsepsi maupun teori yang digunakan dalam
Disertasi ini. Data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif yang artinya
analisis ini hendak mencari kebenaran berdasarkan nilai atau kualitas data yang
diperoleh yaitu kesesuaian indikator pemenuhan hak atas pendidikan di kawasan
perbatasan negara di Provinsi Kalimantan Barat. Untuk melakukan analisis secara
kualitatif ini, peneliti melakukan analisis melalui tahapan-tahapan sebagai berikut,
yaitu: (1). Mengumpulkan data dengan dikelompokan sesuai dengan obyek atau
variabel dalam penelitian; (2). Memilah dan mengolah data mengenai hukum,
kebijakan, program, kegiatan serta pendanaan pendidikan dasar dan menegah di
kawasan perbatasan; (3). Mengevaluasi data dengan kuantifikasi dan preskripsi
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sesuai dengan relevansinya, (4). Menetapkan kesimpulan dan rekomendasi jika
diperlukan dalam kurun waktu antara tahun 2005 sampai dengan 2017.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu persoalan terpenting dalam pengelolaan wilayah perbatasan
negara adalah administrasi dan manajemen. Dalam ruang lingkup pengelolaan
inilah sebuah negara dituntut untuk mengurusi wilayah perbatasannya secara
optimal, termasuk untuk menghadirkan kesejahteraan kepada warganya yang
tinggal di wilayah perbatasan. Dalam konteks pengelolaan wilayah perbatasan
antara Indonesia dengan Malaysia, persoalan yang berkaitan dengan
pengembangan kawasan perbatasan adalah minimnya pembangunan sosio-
ekonomi di kawasan perbatasan. Kemiskinan dan keterbelakangan ekonomi,
minimnya infrastruktur dan kurangnya pelayanan yang berkaitan dengan
pemenuhan hak dasar merupakan fenomena yang secara umum ditemui di wilayah-
wilayah perbatasan Indonesia.

Akibatnya timbul kesenjangan taraf kehidupan penduduk yang tinggal di sisi
wilayah Indonesia dengan yang tinggal di sisi wilayah negara tetangga, khususnya
dengan Malaysia, kesenjangan itu dapat begitu tingginya sehingga dapat
menimbulkan persoalan-persoalan keamanan dan ketergantungan penduduk di
wilayah Indonesia terhadap layanan dan fasilitas yang disediakan oleh Malaysia.
Persoalan-persoalan dalam isu utama pengelolaan wilayah perbatasan tersebut
secara langsung maupun tidak langsung dapat mengancam eksistensi kedaulatan
negara Indonesia atas wilayahnya. Dalam kaitannya dengan pemenuhan hak atas
pendidikan dasar dan menengah di wilayah perbatasan negara kegagalan negara
untuk menghadirkan dirinya ke hadapan masyarakat perbatasan selama ini telah
menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan yang diterima oleh anak-anak usia
sekolah di wilayah perbatasan. Hal ini juga sedikit banyak telah menyebabkan
terkikisnya rasa nasionalisme mereka karena pengetahuan dan pemahaman yang
kurang tentang negaranya sendiri, sementara setiap harinya mereka berinteraksi
secara intensif dengan negara tetangga.

Rendahnya kualitas pendidikan di wilayah perbatasan secara filosofis
bertentangan dengan tujuan negara Republik Indonesia, terutama: “memajukan
kesejahteraan umum” dan “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Sebagai negara
kesejahteraan (welfare state), pemenuhan hak atas pendidikan dasar dan menengah
merupakan salah satu tugas utama yang harus dilaksanakan. Selain itu, kewajiban
internasional yang bersumber dari instrumen-instrumen hokum internasional yang
telah diratifikasi oleh Indonesia juga mendorong negara harus seoptimal mungkin
melaksanakan pemenuhan hak atas pendidikan dasar dan menengah di wilayah
perbatasan negara.

Perubahan paradigma pengelolaan perbatasan negara dari inward looking
yang menekankan pada pendekatan keamanan menjadi outward looking yang
menekankan pada pendekatan kesejahteraan menyebabkan prospek dan peluang
bagi pemenuhan hak atas pendidikan dasar dan menengah di wilayah perbatasan
menjadi terbuka. Wilayah perbatasan yang memiliki karakteristik khusus yang
berbeda dengan wilayah lainnya dalam hal ini tentu saja memerlukan regulasi,
kebijakan dan program yang lebih spesifik. Mengikuti pendapat John Rawls,
regulasi, kebijakan dan program yang spesifik untuk wilayah perbatasan
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merupakan cerminan dari keadilan distributif atau sebagai insentif untuk merubah
kondisi ketertinggalan menjadi daerah yang setara dengan daerah lainnya. Bahkan
dalam kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi, wilayah perbatasan ingin benar-
benar dijadikan sebagai beranda depan atau sebagai etalase dari Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Pelaksanaan pembangunan pendidikan mengikuti perubahan pelaksanaan
pembangunan yang dahulu difokuskan dan dilaksanakan di daerah perkotaan
(urban) ke daerah pedalaman (rural). Daerah-daerah di kawasan perbatasan dan
daerah tertinggal dirubah sebagai cikal bakal kota. Pembangunan yang cukup mulai
terlihat di wilayah-wilayah perbatasan negara. Pembangunan dan renovasi
berbagai Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang bukan saja memenuhi aspek estetika
dan artisitik, namun juga dilengkapi dengan fungsi-fungsi yang modern dari CIQS
(Customs, Immigration, Quarantine, and Security). Berbagai fasilitas, sarana dan
prasarana pendukung juga mulai dan sudah dibangun, seperti fasilitas penunjang
perekonomian, kantor-kantor yang melaksanakan fungsi layanan jasa dan
pemerintahan dan termasuk sarana transportasi seperti jalan raya.

Dari segi regulasi, berbagai peraturan di tingkat pusat dan daerah telah
dibuat dan disempurnakan untuk menyesuaikan kondisi terbaru dari pengelolaan
wilayah perbatasan. Regulasi-regulasi tersebut dibuat untuk memastikan terjadinya
peningkatan akses terhadap pendidikan, khususnya dasar dan menengah serta
untuk meningkatkan penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana. Regulasi tersebut
juga kemudian diikuti oleh serangkaian kebijakan dan program yang merupakan
bagian dari strategi pencapaian tujuan pembangunan pendidikan, khususnya di
wilayah perbatasan. Pemerataan jumlah dan kualitas guru melalui program SM3T
dan GGD, penambahan unit sekolah dan ruang sekolah melalui model SGD serta
berbagai insentif serta tunjangan yang diberikan kepada guru maupun sekolah dan
juga para siswa seperti Tunjangan Perbatasan, BOS dan KIP. Dengan berbagai
persoalan dan keterbatasan, program dan kebijakan yang ditetapkan dan
dilaksanakan tersebut merupakan upaya untuk memastikan pemenuhan hak atas
pendidikan dasar dan menengah di wilayah perbatasan negara, sekaligus upaya
untuk meningkatkan daya saing bangsa melalui peningkatan kualitas SDM.

Sistem perencanaan terbaru yang menggunakan model money follow
programi seharusnya memberikan keleluasaan kepada kementerian, lembaga dan
pemerintah daerah untuk mengusulkan daftar program prioritas dalam
pembangunan dan penyelenggaraan pendidikan di wilayah perbatasan. Kurangnya
fasilitas, sarana dan prasarana yang selama ini disebabkan oleh keterbatasan
anggaran dapat diatasi melalui penyusunan Program Prioritas Pembangunan baik
oleh Kementerian, Lembaga dan juga Pemerintah Daerah disertai dengan kajian-
kajian yang komprehensif dan rekomendasi serta kejelasan mengenai target dan
pelaksana program prioritas bidang pendidikan di wilayah perbatasan tersebut.

Tingginya minat dan kepedulian dari non-state actors dalam
penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan merupakan modalitas yang harusnya
dapat dikelola oleh pemerintah untuk memelihara prospek dan peluang dalam
pemenuhan hak atas pendidikan dasar dan menengah di wilayah perbatasan.
Korporasi yang beroperasi di wilayah perbatasan pada umumnya merupakan
perusahaan-perusahaan besar dengan bidang wusaha yang menghasilkan
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keuntungan dalam jumlah yang juga besar. Melalui mereka, pemerintah harusnya
mengarahkan Corporate Social Responsibility (CSR) yang lebih besar pada sektor
pendidikan.

Lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti yayasan, LSM, lembaga
keagamaan juga terbukti telah memainkan peran penting dalam pendidikan di
wilayah perbatasan. Pada sisi ini, pemerintah dapat mempermudah proses
perizinan pendirian sekolah dasar dan menengah antara lain dengan memperjelas
penggunaan dan pemanfaatan ruang wilayah. Kedekatan masyarakat perbatasan
dengan wilayah negara tetangga juga dapat dilihat sebagai prospek dan peluang
yang dapat dikelola. Kondisi pendidikan yang lebih maju di wilayah negara tetangga
sesungguhnya dapat dimanfaatkan tanpa merugikan aspek kedaulatan dan
nasionalisme masyarakat perbatasan. Jika jiwa kebangsaan dan nasionalisme para
siswa sudah dapat ditanamkan dengan baik melalui kurikulum dan proses
pembelajaran di tingkat pendidikan dasar, maka di tingkat pendidikan menengah,
yaitu SMA dan terlebih lagi SMK yang terdapat di wilayah perbatasan dapat
dilakukan proses pembelajaran atau pendidikan yang intinya adalah transfer of
skills dan transfer of knowledge dari rekan-rekannya yang ada di wilayah negara
tetangga. Program-program pemagangan ataupun pelatihan-pelatihan lainnya
dapat dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas yang lebih maju dari negara
tetangga.

PENUTUP
Simpulan

Berbagai hal tersebut merupakan prospek dan peluang yang dapat ditangkap
untuk memastikan pemenuhan hak atas pendidikan dasar dan menengah di wilayah
perbatasan. Namun demikian, ada tantangan yang juga harus dihadapi. Tantangan
utama dalam hal ini adalah bagaimana setiap level pemerintahan mulai pusat hingga
kabupaten dapat berkoordinasi dan berintegrasi untuk mewujudkan perbatasan
sebagai beranda depan NKRI.

Saran

Dengan perubahan-perubahan yang terjadi baik dalam paradigma
pengelolaan perbatasan, maupun sistem perencanaan model money follow
program, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten tidak boleh lagi
menjalankan birokrasi pembangunan “business as usual” seperti yang dilakukan
selama ini. Sebagai bagian dari “Revolusi Mental”’, Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten harus menyesuaian dengan perubahan-perubahan yang terjadi, dan
dalam hal ini akselerasi mutlak diperlukan.
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